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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui transparansi pelaksanaan dana desa 

di Pemerintah Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, kabupaten Garut. Berdasarkan 

hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen  

Pemerintah Desa Cirapuhan tidak transparan dalam kesediaan dan 

aksesibilitas dokumen meskipun Pemerintah Desa Cirapuhan sudah dapat 

menyediakan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dana desa seperti 

APBDes, RPJMDes, dan RKPDes. Akan tetapi apabila dilihat bedasarkan 

aksesibilitas dokumen, Pemerintah Desa Cirapuhan tidak memberikan 

aksesibilitas terhadap dokumen-dokumen khususnya terhadap BPD. 

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi  

Pemerintah Desa Cirapuhan tidak transparan dalam kejelasan dan 

kelengkapan informasi dalam pelaksanaan dana desa karena Pemerintah desa 

tidak memiliki kejelasan dan kelengkapan informasi terkait dengan 

pelaksanaan dana desa dikarenakan BPD dan masyarakat tidak mengetahui 

secara pasti mengenai aktivitas pelaksanaan dana desa secara rinci. Terlebih 

BPD selaku badan pengawas tidak memiliki salinan dokumen-dokumen 

tersebut meskipun BPD telah berupaya untuk meminta dokumen-dokumen 

terkait. 
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3. Keterbukaan proses 

Pemerintah Desa Cirapuhan tidak transparan dalam keterbukaan proses terkait 

dengan pelaksanaan dana desa karena Pemerintah desa tidak memiliki 

keterbukaan proses karena BPD selaku badan pengawas tidak mendapatkan 

keterlibatan dalam penyusunan APBDes dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan aktivitas pelaksanaan dana desa. Selain itu masyarakat tidak 

mengetahui apabila akan dilakukan kegiatan MUSDUS dan MUSDUS dan 

masyarakat juga merasa tidak ada kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan dana 

desa. 

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. 

Pemerintah desa tidak menerapkan kerangka regulasi yang menjamin 

transparansi yang merujuk kepada ketersediaan informasi pada masyarakat 

umum dan kejelasan tentang peraturan perundangundangan dan keputusan 

pemerintah. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui 

mengenai regulasi terkait dengan transparansi yang dijalankan pemerintah 

sekaligus minimnya informasi terkait dengan penyelenggaraan transparansi. 

Bedasarkan hasil analisis makaPemerintah Desa Cirapuhan tidak transparan 

dikarenakan tidak dapat memenuhi keempat indikator transparansi, yaitu terkait 

dengan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan 

proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. 
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6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti berinisiatif dalam memberikan 

saran terkait dengan hasil analisis agar Pemerintah Desa Cirapuhan, BPD dan 

Masyarakat dapat menyelenggarakan transparansi dengan baik. Yaitu : 

1. Pemerintah Desa: 

 Untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan dana desa, langkah pertama 

yang dapat diambil adalah dengan memperbaiki aksesibilitas dokumen terkait. 

Pemerintah desa dapat memperbaharui sistem penyediaan informasi dengan 

menyediakan dokumen-dokumen tersebut secara online atau memastikan 

ketersediaannya di kantor desa agar mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, 

dalam memastikan keterbukaan proses, penting untuk melibatkan Badan Perwakilan 

Desa (BPD) secara aktif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). Selain itu, penyelenggaraan pertemuan terbuka dengan masyarakat 

untuk menjelaskan rincian kegiatan yang menggunakan dana desa juga dapat 

membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses 

tersebut. 

2. Badan Perwakilan Desa (BPD): 

Dalam konteks meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana 

desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam pengawasan. 

Pentingnya untuk menegaskan peran BPD sebagai pengawas yang aktif terhadap 

pelaksanaan dana desa, termasuk upaya-upaya untuk memastikan akses terhadap 

dokumen-dokumen terkait. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa BPD 
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memiliki informasi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif 

terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, untuk memastikan kolaborasi yang baik 

antara BPD dan pemerintah desa, perlu ditingkatkan pula komunikasi antara kedua 

belah pihak. Meningkatkan komunikasi dengan pemerintah desa akan memungkinkan 

BPD untuk lebih terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan dana desa, sehingga 

memperkuat peran pengawasannya dan memberikan kontribusi yang lebih efektif 

dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa 

tersebut. 

3. Masyarakat: 

Untuk masyarakat, partisipasi aktif dan pemantauan yang terus-menerus terhadap 

penggunaan dana desa sangatlah penting. Dengan terlibat secara langsung dalam 

kegiatan-kegiatan desa dan secara rutin memantau penggunaan dana desa, masyarakat 

dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan 

kebutuhan serta aspirasi lokal. Selain itu, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 

tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa juga merupakan 

langkah penting bagi masyarakat. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik 

tentang bagaimana dana desa seharusnya digunakan dan proses yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan terkait, masyarakat dapat lebih aktif dalam memastikan 

akuntabilitas pemerintah desa. Selain itu, mereka juga perlu diberdayakan untuk 

mengajukan pertanyaan atau klarifikasi jika diperlukan, sehingga memastikan bahwa 

transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. 
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